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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa 

bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada 

kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi 

merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. 

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula 

dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi 

dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan 

antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi 

(terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan 

kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana 

korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara. Tindak pidana 

korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara. Sedangkan 

menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi 

jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan 

membahayakan stabilitas politik suatu negara.
1
 Korupsi juga dapat diindikasikan 
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dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah 

merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, 

keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuapan di dunia 

perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas - 

jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat 

negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi 

sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau 

kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan 

terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih. 

 Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap - 

menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, 

perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran 

kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan 

lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis 

multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari 

kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai 

permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui 

langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada 

dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. 

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan 

diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan 
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Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. 

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dicermati dari awal sampai akhir tujuan 

khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan 

hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana 

korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara 

Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. 

Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara 

yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, 

Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur 

penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan 

kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Ketika menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan 

sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini 

masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda 

sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan 

yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam 

tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana. 

 Penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga 

sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan 
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tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. 

Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non 

penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum 

administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, 

baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan 

Perundang- Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Kejaksaan sudah seharusnya mampu 

melaksanakan pembaharuan dalam bidang kehidupan, terutama dalam penegakan 

hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih 

profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat dan 

tuntutan zaman ini,
2
 agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. 

Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi 

itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi 

kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya 

jabatan. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal 

melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran 

setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang 

mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, 

ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi 

dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya 

                                                 
2
  Marwan Effendy., Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persfektif Hukum, Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2005, hlm. 3. 
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kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya 

kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib. 

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam 

penangananya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat 

diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai 

penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk 

menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak 

lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan 

hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum 

yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat 

dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga 

Pemasyarakatan. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain. Untuk 

melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja 

sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama 

dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana 

korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua 

penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk 

berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Kerja sama sering menjadi 

kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran Jaksa sangat 

diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa 

membuat inisiatif agar korupsi tidak terjadi. Maka dengan ini penulis menulis 
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skripsi dengan judul “Peran Jaksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah 

Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi “ 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di 

Kalimantan Tengah? 

2. Bagaimana Hambatan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di 

Kalimantan Tengah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang: 

1. Untuk mengetahui peran jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di 

Kalimantan Tengah. 

2. Untuk mengetahui hambatan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di 

Kalimantan Tengah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Skripsi ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu        

Pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam 

penanganan tindak pidana korupsi, terutama bagi mahasiswa hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang tindak pidana korupsi bagi 

masyarakat dan aparat Kejaksaan mengetahui apa yang harus dilakukan bila 

menemukan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi pada masyarakat sekitar. 

 

E. Keaslian Penelitian 

 Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini 

merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari 

hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan 

duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia 

menerima sanksi akademik dan atau/ sanksi hukum yang berlaku. 

 

 

F. Batasan Konsep 

a. Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu Kejaksaan 

R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya 

di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan 

 

 



8 

 

hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh 

dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, 

dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang 

penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak 

dapat dipisahkan. 

b. Tindak Pidana korupsi menurut  Undang Undang Nomor  31 Tahun 1999 

yaitu, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri  sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

c. Penyidik menurut kitab undang-undang hukum acara pidana adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu  

enelitian ini memerlukan data primer sebagai bahan utama disamping data 

sekunder. 

2. Sumber Data 

1) Data primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara. 
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2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung berupa peraturan perundang-

undangan dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang dignakan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer 

Sumber data yang berupa peraturan peraturan perundang-undangan yang 

secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berupa 

hukum positif yang berlaku di Indonesia: 

a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan  Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

d) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana 

b. Bahan hukum sekunder 

Sumber data yang meliputi buku-buku, artikel, literatur, media masa, 

pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari dan 

menganalisa data yang berhubungan dengan permasalahan tentang 

Peran Jaksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dalam Penyidikan 

Tindak Pidana Korupsi. 

3. Metode pengumpulan data 

1) Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

cara mempelajari, membaca, membandingkan, dan memahami secara teliti 

buku-buku, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat-pendapat 

yang memiliki hubungan erat dengan substansi atau materi yang akan 

diteliti. 

2) Studi lapangan 

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

melaluli wawancara langsung dengan narasumber yang bertujuan untuk 

menemukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian 

hukum yang dilakukan. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi 

Kalimantan Tengah. 

5. Narasumber dan Responden penelitian 

1) Narasumber 

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan 

penelitian berupa pendapat hukum dalam wawancara. Pada penelitian 

hukum ini, wawancara dilakukan kepada narasumber untuk memberikan 

keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

6. Metode Analisis  

Penelitian ini dikaji menggunakan analisis kualitatif yang terpusat pada 

substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan metode 
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berfikir deduktif, yaitu pengambilan dari suatu penalaran atau kesimpulan dari 

hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. 

    

H. Sistematika Penulisan Hukum 

Sesuai dengan judul Peran Jaksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dalam 

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, maka penulisan ini dibagi menjadi tiga bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari 

judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut 

: 

BAB I. PENDAHULUAN          

Pada bagian pendahuluan ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan 

mengenai semakin berkembangnya tindak pidana korupsi yang pada akhirnya 

menarik perhatian penulis untuk diteliti bagaimana pelaksanaan penyidikan kasus 

tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan hambatan apa 

yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk itu penulis memerlukan penelitian 

hukum dengan tujuan memperoleh data yang akan dianalisis secara kualitatif, dari 

hasil kepustakaan dan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber agar 

dapat menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan penulis. 
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BAB II. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN JAKSA DALAM 

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

Pada bagian pembahasan ini penulis melakukan tinjauan tentang peran jaksa 

dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan menguraikan pengertian mengenai 

jaksa dan kejaksaan, pidana, korupsi, serta tujuan dan bentuk-bentuk perannya. 

Berikutnya untuk menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan penulis, 

dilakukan tinjauan lebih lanjut mengenai yang berkaitan dengan pengertian, 

wewenang. Tugas dan tanggung jawab jaksa Kejaksaan. Lebih lanjut penulis 

melakukan analisa mengenai peran jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah 

dan kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah 

dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi. 

 

BAB III. PENUTUP 

Pada akhirnya penulis memberikan kesimpulan berdasarkan penelitian dan 

analisa yang telah dilakukan penulis, sehingga kesimpulan tersebut menjadi jawaban 

atas permasalahan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian penulis 

menrumuskan saran yang kiranya dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan syarat 

dan tata cara pelaksanaan penyidikan jaksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah 

dalam tindakan pidana korupsi. 

 

                                       

 

 

 


